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ABSTRACT

Generally an agreement is an agreement with which one or more people
commit themselves to one or more other people. Talking about the law of the
agreement is inseparable from the legal certainty that must guarantee justice and the
law must be useful for thewhole community, because with.the agreement it will give
birth to legal consequences such-as.a case study-that the author did regarding the
cooperation agreement.on an oil palm plantation development project between PT.
Sinar Reksa Kencana and Koperasi Kelayang Jaya with a profit sharing system or
often called a Partnership Pattern that is not in accordance with what has been
promised. The purpose of this Thesis,namely: First, find out the implementation of
the Kelayang Jaya Coopesative" profit sharing agreement with PT. Sinar Reksa
Kencana is reviewed based on the principle of legal certainty, Second, the obstacles
that arise in the implementation of the production sharing agreement Kelayang Jaya
Cooperative with PT. Sinar Reksa Kencana, Third, efforts that can be made by the
Kelayang Jaya Cooperative Against PT. Sinar Reksa Kencana related to revenue
sharing that is not appropriate.

This type of research used In this study is Observational Research or
empirical sociological law research. Because in this study the writer goes down to
the location or place of research. This research was conducted at PT. Sinar Reksa
Kencana and Kelayang Jaya Cooperative, Indragiri Hulu"Regency; while Population
and Sample are all parties related.to.this problem;.the data sources used are primary
data, secondary data and tertiary data, data collection techniques used in this study
are observation, interviews and literature study.

From the results of the-study there are three things thatcan be concluded.
First, the cooperation agreement-that was|applied-at PT. Sinar.Reksa Kencana and
Koperasi Kelayang Jaya are legally valid and do not conflict with applicable laws
and regulations, but in terms of fulfillment of rights and obligations, especially
regarding profit sharing where the Kelayang Jaya Cooperative feels disadvantaged
over profit sharing that is.not in accordance with what has been promised. In Article
2 which regulates the pattern of cooperation and in the.third point the profit sharing
is clearly stated that the First.Party in this case the Kelayang Jaya Cooperative is
entitled to receive a profit of 35%, but in fact.the Kelayang Jaya Cooperative often
receive a profit of 35%, this is clearly contrary to what has been promised. Second,
the obstacles that arise in the implementation of production sharing agreements
between the Kelayang Jaya Cooperative with PT. Sinar Reksa Kencana, such as the
rights of the Kelayang Jaya Cooperative, were not granted in accordance with what
was promised, the lack of good faith on the part of the company, the lack of
awareness and understanding of the public about the importance ofan agreement and
so on. Third, efforts that can be made by the Kelayang Jaya Cooperative related to
revenue sharing that is not in accordance with what has been agreed is through a
deliberation to reach consensus, but apparently these efforts did not reach an
agreement, then it can be resolved through the Court in this case in accordance with
the District Court selected by the parties in the agreement.

Keywords : Profit Sharing Agreements and Legal Certainty



ABSTRAK

Secara umum perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berbicara mengenai
hukum perjanjian maka tidak terlepas dari kepastian hukum yang harus menjamin
keadilan dan hukum harus.berguna bagi seluruh masyarakat, sebab dengan adanya
perjanjian maka akansmelahirkan akibat hukum_seperti studi kasus yang penulis
lakukan mengenai perjanjian kerja sama proyek pembangunan kebun kelapa sawit
antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Kaoperasi Kelayang Jaya dengan sisitem bagi
hasil atau sering disebut Pola Kemitraan yang tidak sesuai dengan apa yang telah
diperjanjikan. Tujuan dari Tesis .ini yaitu; Pertama, mengetahul pelaksanaan
perjanjian bagi hasil Koperasi “Kelayang Jaya  dengan, PT. Sinar-Reksa Kencana
ditinjau berdasarkan asas- kepastian hukum, Kedua, hambatan--hambatan yang
muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT.
Sinar Reksa Kencana, Ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi Kelayang
Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana terkait bagi hasil yang tidak sesuai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian.ini adalah Observational
Research atau penelitihan hukum sosiologis empiris. Karena dalam penelitian ini
penulis langsung turun ke lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di
PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya Kabupaten Indragiri Hulu,
sedangkan Populasi dan Sample merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan
dengan masalah Ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder dan
data tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu
observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Dari hasil jpenelitian ada tiga hal yang ,dapat disimpulkan. Pertama,
kesepakatan perjanjian kerja sama-yang diterapkan 'di PT. Sinar Reksa Kencana dan
Koperasi Kelayang Jaya sah secarah hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, namun dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terutama
mengenai bagi hasil dimana pihak Koperasi Kelayang Jaya merasa dirugikan atas
bagi hasil yang tidak sesual dengan yang diperjanjiankan. Dalam Pasal 2 mengatur
mengenai pola kerjasama dan pada poin ketiga diatur mengenai bagi hasil yang
secara jelas dikatakan bahwa Pihak Pertama dalam.hal ini Koperasi Kelayang Jaya
berhak menerima keuntungan ‘sebesar 35%, namun pada kenyataannya pihak
Koperasi Kelayang Jaya sering” menerima keuntungan dibawa 35%. Kedua,
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Koperasi
Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana yaitu seperti hak dari Koperasi
Kelayang Jaya tidak diberikan sesuai dengan apa yang di perjanjikan, tidak adanya
iktikad baik dari pihak Perusahaan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman
mayarakat akan pentingnya dari sebuah perjanjian dan lain sebagainya. Ketiga,
Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya terkait bagi hasil
yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan adalah melalui musyawara
untuk mufakat, akan tetapi ternyata upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan,
maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan dalam hal ini sesuai dengan Pengadilan
Negeri yang di pilih oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil Dan Kepastian Hukum
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dalam pe : G 3 D ndonesia Tahun
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blik Indonesia
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Tahun 194 ang pengertian

perekonom n nasional, yang

berbunyi: erdasarkan asas

AL LR G(Y

pemerintah, serta pengakuan terha milik perseorangan. Selanjutnya
penjelasan Pasal 33 tersebut antara lain menyatakan bahwa kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.?

! pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian .
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Landasan koperasi indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah,
tujun, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Sebagimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar

g ekonominya

ahami sebagai

Waka

an diri untuk

wAENANAEY

AN

N
<
-
&
3
QD
5
>
(@]
2
QD
>
5
S

CARN A

asas kekeluargaan” itu adalah koperasi, yang artinya, semangat usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi.®

® G. Kartasapoutran dan A.G. Kartasanoetra dan Kawan, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Hal. 11

* Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE, 2000. Hal. 2

® pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

8 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta: Erlangga, 2012.
Hal. 132



Berbicara tentang koperasi, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya
perjanjian, sebab setiap aktipitas koperasi yang ada kaitannya dengan masyarakat
maka wajib diawali dengan yang namanya perjanjian, baik itu perjanjian yang
dibuat secara tertulis, maupun perjanjian yang.dibuat secaratidak tertulis.

Dalam Kitabh Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 memuat
tentang perjanjian yang mengatakan bahwa:” Perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang
atau lebih lainnya.” Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu
suatu pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat
perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak
melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan adanya perjanjian maka terdapat suatu hubungan hukum dari para
pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan suatu
perjanjian.® Dalam KUHPerdata Pasal 1759 kewajiban yang dimiliki oleh kreditur
adalah untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya
sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian,’ sedangkan kewajiban
debitur tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1763 yaitu wajib mengembalikan
barang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan.®

Dengan adanya perjanjian selain timbul hak dan kewajiban namun juga
timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum

atau undang-undang. Salah satu hubungan hukum yang terpenting sebelum sebuah

" Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

® Yunimar Rijan dan Dkk, Cara Mudah Membuat Perjaanjiaan atau Kontrak atau Surat Penting
Lainnya, Jakarta: Raih Ahsa Sukses, 2009. Hal. 6

% Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

%pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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perkumpulan atau organisasi menjadi koperasi adalah hubungan hukum adalah
perikatan dalam pendirian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan kata lain pendirian koperasi juga harus

g merupakan
suatu bad a ) angg 0 ukum koperasi
dengan berlandas egia ‘;: ‘- : ‘ perasi sekaligus sebagai
gerakan eko a yang | @ - asas k gaan, maka koperasi
ini telah menjadi suatu )a ' asyarakat yang
dak atas nama

yang diserahkan

1. Membangun dan mengembangkaan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat;

pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dn ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

mempunyal hara esar t ’ dak atas nama

masyarakat yang iliki aset atau lahe Jan lain sebagainya
untuk dap : : _- = -'_ sepen ya leh masyarakat
kepada pihak koperasi ( : _ ‘ auntungan, baik bagi
pihak kope
dengan berba

Berbicarz il, maka ti @langan masyarakat
kecil, menengah bahk 3 C al ini Perusahaan-

Perusahaan, baik

bagi hasil tersebut pasti akan melahirkan yang namanya ikatan hukum atau sering
disebut dengan ikatan yang lahir karna perjanjian ataupun karena undang-undang.
Seperti halnya yang diterapkan antara Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar

Reksa Kencana dalam sebuah akta perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris yang

12 7aeni Asyhadie dan Budi Sutrisno.,Op.cit. Hal. 132



dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian bagi
hasil tersebut.

Dalam Akta Perjanjian Kerjasama Proyek Pembagunan Kebun Kelapa
Sawit Antara PT..Sinar Reksa.Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dalam
Pasal 2 mengatur mengenai Pola Kerja Sama yang termuat dalam poin ketiga (3)
tentang penghitungan pola bagi-hasil yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

a. 35 % ( Tiga Puluh'Lima Persen ) untuk Pihak Pertama
b. 65 % ( Enam puluh Lima Persen ) untuk Pihak Kedua

Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Pihak Pertama
(Koperasi Kelayang Jaya) dalam hal bagi hasil tersebut menerima tidak sesuai
dengan apa yang diperjanjikan. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh
melalui wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Kelayang Jaya dalam
hal ini Bapak Lukman mengatakan bahwasannyaibagi hasil yang dilakukan oleh
pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana ( Pihak Kedua) memang
benar pernah memberikan hasil kebun kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan
apa yang diperjanjikan,.hal ini tidak hanya satu kali dilakukan melainkan sudah
yang kesekian kalinya pihak perusahaan melakukan hal tersebut.™

Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian
Tentang Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa

Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”

13 Wawancara Dengan Bapak Lukman Sebagai Wakil Ketua Koperasi Kelayang Jaya, 1 Juli 2019
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B. Masalah Pokok
Berdasarkkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis rumusan

masalah sebagai berikut:

”\ 7

 JO d Lo, ¢ '
3. Upaya Apa pat Dilakuka * jf Jaya Terhadap

berikut:

a. Untuk ets - Perjanjian Bagi Hasil
Koperasi Kelz Q. eksa Kencana Ditinjau
Berdasarkan Asas ‘

b. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan- Hambatan Yang Muncul Dalam
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT.
Sinar Reksa Kencana

c. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Koperasi Kelayang

Jaya Terhadap PT. Sinar Reksa Kencana Terkait Bagi Hasil Yang Tidak

Sesuai
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2. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian yang berhasil adalah suatu penelitian yang dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun

D. Kerangka

1. Teori Kepa

hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.™

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau
tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan
tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut

dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih

“Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59
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khusus dari perundang-undangan. Bagitu datang hukum maka datanglah
kepastian.™

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang

ya kepastian
gan sifatnya yang
Sifat umum dari
ertujuan untuk

ta-mata untuk

. Norma adalah

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

Bsatjipto Rahardjo, biarkan hukum mengalir, Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan
Hukum, Buku Kompas. Jakarta. 2007. Hal. 85.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung,
Jakarta. 2002, Hal. 82.
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terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.*’

Selanjutnya L.J. van Apeldoom mengemukakan bahwa kepastian hukum

a) it )epaalbaarheid) dari

ri keadilan

keadaan atau

b) Kepastia N be uls nana a melindungi para

Pound juga

didasarkan pada fak Q Q
Q

ditetap itu pasti. Ketiga, bahwa

WS

kenyataan (fakta), harus d engan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.*®

7 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.158.

1hid., Hal. 134.

Bhttps://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/ Diakses
Pada Tanggal 06 juli 2019, Jam 14.30 Wib
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Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

N ueeyesndidg
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ISJIAIU

nery we[sy sej

. Suatu

. Peratu

. Tidak

. Tidak boleh sering diuba

WAEN-

putuss

=0 -R:

. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian

antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki

11



ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana
hukum positif dijalankan.?

Dengan demikian dapat disimpulkan Asas kepastian hukum yaitu asas
dalam negara.hukum" yang..mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengara
negara.? Kepastian hukum,merupakan perlindungan yang diberikan oleh
hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.” Setiap orang
yang melakukan perjanjian secara lisan mengharapkan adanya kepastian
hukum karena dengan adanya kepastian hukum orang tersebut akan merasa
aman sebab ada jaminan yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Lawrence. M. Friedman menekankan bahwa untuk mewujudkn sebuah
kepastian "hukum dalam-, sebuah sistem pemerintahan~yang berlandaskan
hukum, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi
satu sama lain, diantaranya sansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Salah satu unsur tidak terpenuhi maka kepastian hukum tidak terwujud.?®

Substansi hukum merupakan " aturan-aturan hukum, dan struktur atau
lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Sedangkan Budaya hukum merupakan

sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan

struktur hukum tersebut. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

“http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/ Diakses Tanggal 06

Juli 2019, Jam 15.40 Wib.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), liberty, Yogyakarta, 1988, H. 58
22 http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum.

23 http://jurnal.unhalu.ac.id/../sosiologi % 20 hukum% 20 dalam % dimensix.pdf

12
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hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan

LN

2, 88 8

1313 KUHPerdata men perjanjian hanya mungkin terjadi
jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun
tindakan secara fissik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata

sehingga suatu perjanjian adalah:?

** http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html
% Lihat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
%8 Faisal santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakrta: PT. Mitra Wacana Media, 2012, Hal. 20

13
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a. Suatu perbuatan
b. Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih

c. Perbuatan tersebut melahirkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak

atau lebih.?®

27 www.plasa.com. Diakses pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 11.09
28 Setiawan R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Intermasa, 1990, Hal. 1

14
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Berdasarkan keterangan tersebut beberapa ahli hukum merumuskan defenisi
perjanjian, menurut R. Subekti “Perjanjian adallah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

dalah suatu

kekayaan sarke sepaka an m antara yang

satu denga hukum) saling
mengikatka A 23 _ .:‘ : as prestasi dan
begitu juga melaksanakan

prestasinya

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak laain menuntut pelaksanaan janji itu.
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat

29 R Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1990. Hal. 1

%% 1bid, Hal. 2

®! Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009. Hal. 4
* Wirjono Prodjhodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mundur Maju :Bandung, 2000. Hal. 4

15



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

hukum (legallyConcluded Contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,
syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian

(capacity).
an perbuatan-

Akibat hukum

causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau
mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi dari
perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai
oleh para pihak dalam hal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

¥ Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, Hal. 228-230
* Ibid, Hal. 231
*|bid, Hal. 233

16
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b. Asas-Asas Perjanjian
Dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal beberapa asas yang

menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan kontrak. Asas yang

bahwa sebuah

ara pihak. Asas

. Asas pacta sunt servanda
Asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak mengacu pada pasal
1338 ayat ldalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang”.

17
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4. Asas Itikad Baik
Asas iktikad baik mengacu pada pasal 1338 ayat 3 dalam KUPerdata

yang menyatakan bahwa “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

tujuan bersama.®” Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang
berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan

atas asas kekeluargaan.*®

% Abd. Thalib, Op. Cit., Hal. 25-28.
%" Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga. Hal. 13
% Ibid. Hal. 18

18
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Pengertian tersebut telah di sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, definisinya menyatakan

bahwa menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memeperhatikan prinsip-
prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah
penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan
pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Koperasi adalah suatu

perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota)

¥ Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Bandung: Rosda Karya, 1998, Hal. 14

19



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

. Prinsip-P

dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak tanggung jawab yang sama
menyelenggarakan produksi, pembelian ataujasa untuk kepentingan anggota.

Pengertiaan tersebut dapat disimpulakan bahwa  koperasi merupakan

a untuk memenuhi

Prins
pokok yan
koperasi. Le . ) Si| : : rupake of the game dalam
kehidupan erasi. Pada da i asi sekaligus merupakan
jadi diri ata as /kopere sebut. ™ an ip koperasi ini
menjadikan : ai b3 dengan badan usaha

lain.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut
dalam koperasi).

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

“0 Arifin sitio dan dan Halomoan tamba, Op. cit., Hal. 21.

20
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e. Kemandirian.
f.Pendidikan perkoprasian.

g. Kerjasama antar koperasi

untuk mensejahterakan anggota

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-
anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos bunga

yang ringan. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan

* Panji anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 19

21
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tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu memperbaiki kehidupan para
anggotanya.

3. Koperasi Jasa

, penyediaan
tertentu serta
sebut. Sebaiknya

banyak jumlah

Koperasi Skunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta
memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi

primer.

2 G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra dan kawan, Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, 2007,
Hal. 133
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c. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah

D dibe nenyatukan beberapa

\‘ﬁ\‘\“ ..0 aan. KUD

koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya,
misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan
Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan

Koperasi Nelayan.

23
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d. Landasan dan Asas Koperasi
Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian Pasal 2 di katakan bahwa “koperasi berlandaskan pancasila

yang pe

dari sila

Sebagai manusia yang beradab, maka mereka harus saling menghargai. Suatu
kriteria menghargai manusia lain berarti menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela

keadilan dan kebenaran.

* Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek,
catakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004 , Hal. 40

24
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Penerapan dari sila kedua itu adalah sebagaai berikut:
1. Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama dan golongan

masing-masing anggota

ang sama dan adil.

Q@ W na aka hal tersebut harus

dipecahkan melalui musye dalam rapat anggota.
Musyawara berarti perundingan, Sedangkan mufakat berarti setuju atau
sepakat. Jadi mufakat merupakan hasil dari suatu perundingan atau
pembicaraan, sehingga jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan

pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melaui voting,

maka hasil akhir itu merupakan kesepakatan atau keputusan bersama dan

25
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menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menghormati dan

melaksanakan keputusan tersebut.

. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1.

. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga jurang
pemisah antara yang kaya dengan yang miskin diharapkan semangkin

sempit.

5. Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan dan penuh

kekeluargaan serta kegotongroyongan, yang merukan ciri khas koperasi

indonesia sebagai badan usaha.

26
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E. Konsep Operasional

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi

@Kﬂ@ﬂ&%ﬂg%p :

tentang apa C lilakukan : p, demi menjamin

keamanan

‘n@ . aan dari sebuah rencana

yang sudah disusun secara : an terp I, implementasinya dilakukan

biasanya setelah pelaksanaan dianggap Siap.
Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil

usaha antara penyedia dana dan pengolah dana.

* Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
*® pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan

keberhasilan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, metode

. Sifat Pe

Penelitia

Kulim, sedangkan Koperasi Kelayang Jaya terletak di Desa Kelayang
kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis melakukan
penelitian pada lokasi tersebut disebabkan karena di perusahaan tersebut

terdapat masalah mengenai perjanjian bagi hasil.

*® Sri Wahyuni, dkk, Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam
Riau Tahun 2012, UIR Perss, pekanbaru, 2012. Hal. 11
*" Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta: Ul Perss, 2006. Hal. 10

28



4. Populasi dan Sampel
Dalam metode penelitian, kata populasi digunakan untuk menyebutkan

serumpun atau sekelompok objek yang menjadi masalah sasaran penelitian.

Keterangan

iy disay yejepe il udwnyo(]

1 Menager, Humas
dan Personalia
2 Ketua Koperasi,
Jaya Bendahara dan
Sekretaris.

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Mengingat jumlah sampel hanya 6 orang, maka teknik pengambilan data

dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden.

*Masyhuri dan M. Zainuddin. Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dan Aplikatif. PT. Refika
Aditama, Bandung 2008.

*Sukandarrumidli, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 47-50
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5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk
maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder
seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas atau diteliti.>*

%0 Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal. 23.
L Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT, Raja Grafindo
Persada, 2008, Hal. 32.
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. Analisis

6. Teknik Pengumpul Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini

dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas

Sinar Re
Data pri penelitian dan
data sku

penelitian yang

disajikan > it dengan, diberi penjelasan terhadap

suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal
yang bersifat khusus dimana ada gambaran mengenai Pelaksanaan Perjanjian
Bagi Hasil Koperasi Kelayang Jaya Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Ditinjau

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

Untuk meningkatkan kebutuhan Ekonomi dan Pembangunan terutama
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, di Kecamatan Rakit Kulim
Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya, Maka pihak perusahaan dari PT.
Sinar reksa kencana yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ingin
membuka cabang di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

tepatnya di desa Kelayang, kemudian diikuti oleh desa tetangga seperti desa

Kota Baru dan Talang Tujuh Buah Tangga.
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PT. Sinar reksa kencana merupakan perusahaan terbesar di kecamatan
rakit kulim dari segi perolehan lahan yang di impestasikan oleh masyarakat
terhadap perusahaan tersebut. Total lahan yang di kelolah oleh perusahaan
PT.Sinar reksaskencana Kuantan tenang.ini-per 31 september 2012 sebanyak
1.635 Ha. Tercatat sebagai perusahaan dengan perolehan lahan terbesar di
Kecamatan Rakit Kulim_khususnya 'desa; kuantan tenang. PT. Sinar reksa
kencana kuantan tenang adalah salah satu pertsahaan yang mempunyai
kredibilitas yang baik di mata masyarakat umumnya, di mana berdasarkan
pengamatan penulis terlibat bahwa perusahaan ini-mengalami perkembanagan
yang cukup pesat dilihat dari jumlah masyarakat yang menginvestasikan
lahannya sebagai investor selama lima tahun terakhir ini.

b. Sejarah Koperasi kelayang Jaya

Koperasi Kelayang-Jaya terletak di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit
Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Kopersi kelayang Jaya dibentuk sebagali
salah satu syarat kerjasama Kemitraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
antara PT. Sinar Reksa Kencana bersama dengan Warga Desa Kelayang.
Berdirinya Koperasi Kelayang Jaya “diawali dengan Rapat Pembentukan
Koperasi yang di hadiri oleh 25 orang warga Desa Kelayang pada awal Tahun
2012. Setelah terbentuknya koperasi kelayang jaya ini selanjutnya
mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hulu untuk
penerbitan Badan Hukum. Pada tangga 14 Mei 2012 , Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Indragiri Hulu untuk menerbitkan Akta Pendirian Koperasi /

Badan Hukum Koperasi Kelayang Jaya dengan Nomor : 260/BH/1V.2/V/2012.
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2. Visi dan Misi PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang Jaya
a. Visi dan Misi PT. Sinar Reksa Kencana

e Visi Perusahaan

EO‘E’ ‘

G-
- e
N~
-
¥4

- Inovatif proaktif dan cepat tanggap terhadap masyarakat

- Peduli lingkungan.
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b. Visi dan Misi Koperasi Kelayang Jaya

e Visi

Terwujudnya Lembaga Ekonomi dan Sosial yang tangguh dan dapat

ditetapkan.

Hasil dari pada kegiatan pengorganisasian adalah terciptanya suatu
organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang bulat dalam
pencapaian tujuan menurut rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta yang diwadahkan dalam suatu susunan

organisasi yang bersangkutan

35



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Setiap organisasi memerlukan suatu struktur organisasi yang dapat

diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk

mencapai suatu tujuan perusahaan, juga merupakan suatu gambaran skematis

\%“

wNNNNeE

ASKEP CD-

KEMAS RUD

A4

CD-DL

ADM.ASKEP

MARDIANA

au jenjang yang telah

Nl \\\\\“ .0‘

4

ASISTEN
LAPANGAN

!

!

A4

!

!

PEMBELIAN

DEFRIANTI

PERSONALIA

MARDILES

PEMBUKUAN
MARZUKI

KA. GUDANG
JHON HENRI

KASIR
KARMILA
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Tugas manejer dan staf beserta karyawannya tetap kantor besar PT.Sinar
Reksa Kencana (SRK) cabangSentosa Estate desa kuantan tenang.

1. Estate Manejer

Estate ) Ksa S uNgsi- nya, dimana

masyarakatan tentang pengolahan lahan yang dimitrakan.
b. Menyelesaikan permasalahan jika terjadi kesalahan yang terdapat

dilapangan.

3. Asisten lapangan/Asisten survey

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai standar perusahaan yang di utuskan

oleh atasan dilapangan.
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b. Melakukan kontrol terhadap pekerjaan karyawan dilapangan.
c. Melaporkan hasil pekerjaan dilapangan.

4. Kasie

a. Memban anejer untuk N0ra %: ebelum dimasukan

b. Mengsa jeluarantketiangan pe - arjadi kerugian

a. Membus at-sura 1S3 ng enyerahkan atau

b. Membua g ' g ebelum dikirimkan

[
C @é
l.‘

a. Menerimadanmencatat S€

7. Pembukuan. ““ . |
dan laporan yangtelah diperiksadari
kasie dan payrol.
b. Mengirimkan semua laporan yang telah diterima ke kantor pusat.
8. Pembelian

a. Membuat laporan BON permintaan barang yang dibutuhkan karyawan.

b. Melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor jika dibutuhkan.
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9. KA. Gudang

a. Mencatat laporan penerimaan maupun pengeluaran barang yang keluar

masuk dari gudang.

PEMBINA "—'—'—)l PENGURUS FEE!!! PENGAWAS

ANGGOTA
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Sedangkan uraian kegiatan pada Koperasi Kelayang Jaya adalah sebagai

berikut:

1. Rapat Anggota

Pengurus koperasi be Q i ‘
) \

a.

b.

X

C

veanannanat e

i)
<

\‘-‘

Mengelolah koperasi danu
Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

Menyelenggarakan rapat anggota;

. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

dan

Memelihara daftar buku anggota dan penggurus.
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3. Pengawas

Sebagaimana halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota,

dengan tugas-tugas, diantaraanya:

Karyawan Trake

6 Karyawan Pembibitan 3 3 Orang -

7 Afdeling I. 46 40 Orang 6 Orang
8 Afdeling I1. 73 59 Orang 14 Orang
9 Afdeling I11. 56 47 Orang 9 Orang
10 Afdeling IV. 71 59 Orang 12 Orang

dan
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11 Afdeling V. 113 86 Orang 27 Orang

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019

Tabel 1.3

| n
S PR hdal

}

o |
R\t

4 .\"ﬂi\ “ )

Kepastian hukum merupake dungan yang diberikan oleh hukum
terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.>?

Menurut Sudikno Mertokusumo Asas kepastian hukum yaitu asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

2http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum.
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kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.>®
Maksudnya tanpa kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus

diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Aturan hukum, baik berupa undang-

aturan yang bersifa r indi . s perbuataan apa yang

boleh dan perbuata ‘ ‘f ua, yaitu berupa

sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa dalam
kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicaraakan yaitu:>
a. Substansi Hukum

b. Struktur Hukum

%3Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 58

> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2009,
Hal. 137.

>>Sujipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 154
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. Kepastian

c. Budaya Hukum
Substansi hukum merupakan hukum yang dibuat oleh pihak yang

berwenang. Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dalam

masyara

menunjul

wALNANNENS

£ E2E
.

:

=

2

konsekue

keadaan ye

ok
QD
S
=t
=
S
)
2
wn
)
2
)
=]
o
QD
5

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu
diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan
dalam negara, maka hukum positif harus selalu ditaati walupun isinya kurang
adil, atau isinya kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat

pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan
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menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu
tata hukum itu harus dilepaskan.*®

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal harusnya sejalan.

terjadi sehinggan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik (Reprocal
benefit) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung

maupun tidak beruntung.

% Lihat Radbruch dalam buku The Huijbers, Filsafat Hukum Lintas Sejarah, Jakarta: Kamisius,
1982, Hal. 163.

*"Jhon Rowls , A Theory Of Justice: Oxford University Press yang sudah Diterjemahkaan Kedalam
Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan daan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006, Hal. 23.

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Hukum mempunyai tujuan mewujudkan keadilan dengan memberikan
kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan

tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut maka harus

ran atau ketentuan

ukum lebih

ar dan tajam
peratur

C. Tinjauan

1. Pengerti

Berdasarka asa ‘ _ .‘ y n.bahwa perjanjian

adalah s C j o g ih mengikatkan

hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena
perbuatan, peristiwa, atau keadaan.®
Perjanjian (Verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan

kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak

% Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasara-Dasar Filsafat dan teori Hukum, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001, Hal. 54.

%9 peter Mahmud Marzuki, Op, C it, Hal. 139.

% Reni Triana Sari, Aspek-Aspek Keperdataan Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Perkebunan
Nusantara V di Pekanbaru, Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, 2008. Hal. 28
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pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada
pihak lain untuk memperoleh dan melakukan prestasi.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli mengenai
rumusan yang.kongkrit tentang perjanjian;-hal int diakibatkan karena terlalu
luasnya aspek yang terkandung didalam suatu perjanjian. Menurut Ridwan
Syahrani mengatakan perjanjian ‘adalah’ hubungan hukum antara dua pihak
didalam lapangan kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas
prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.®*

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro Menyebutkan bahwa perjanjian
adalah sutu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak yang
mana satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuka melakukan suatu hal
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain terdapat
pula suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya,
artinya hukum pada hakekatnya telah meletakkan hak pada satu pihak dan
kewajiban pada pihak @ lainnya. Apabilah salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan kewajibannya, maka hukum.dapat melaksanakan pada pihak yang
lainnya supaya dapat memenuhi segala kewajibannya.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai perjanjian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur sebagai

berikut:%

6! Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004, Hal. 203

$2Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur Bandung,
1992. Hal. 9

%% Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 76
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a. Adanya suatu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan atau harta
benda;

b. Terdapat dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut

a untuk syarat

apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan,
ataupun tidak karena penipuan.
Apabila sebaliknya terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak sah dan

perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (Defectif Agreement).
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Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara
tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.®*

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

serta akibatnya sehinggah orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.
Secara sederhana dapat dipahami bahwa apabila orang yang pemikirannya
belum matang, sakit ingatan atau gila, atau dalam keadaan tidak sadar
karena pengaruh obat-obat terlarang, dapat diperkirakan bahwa orang yang

bersangkutan tidak cukup mampu untuk memahami situasi yang dihadapi

% 1.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Mengapoin, 2007. Hal. 47
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atau tanggung jawab yang dipikulnya serta akibatnya. Orang tersebut

digolongkan tidak pantas sehinggah tidak cakap untuk melakukan perbuatan

hukum untuk membuat suatu perjanjian.®®

disebut dengan syarat obyektif, apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan
batal demi hukum. Dengan mengadakan perbedaan ini, akibat hukum yang

ditimbulkan juga berbeda. Ada perjanjian yang dapat dibatalkan dan ada

% |bid. Hal. 48
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batal dengan sendirinya yang disebut batal demi hukum, dapat dilihat dari

penjelasan berikut ini:®®

1. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur pertama atau

satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.
3. Asas-Asas Perjanjian
hukum perjanjian memiliki asas yang penting yang merupakan dasar kehendak

bagi pihak-pihak dalam mencapai tujuan, asas tersebut adalah sebagai berikut:

% |bid. Hal. 48
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a. Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan mengenai asas ini disebutkan dalam pasal 1338

KUHPerdata yang menyatakan bahwa” semua perjanjian yang dibuat secara

menyatakan bahwa salah satu Ssyarat sahnya perjanjian adalah adanya
kesepakatan pada kedua belah pihak.
c. Asas Kekuatan Pacta Sunt Servanda
Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu perjanjian yang

dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum penuh sebagaiman tertulis

$7 Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua. Bandung: Citra
Bakti, 2003. Hal. 30
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. Asas Kekuatan Mengikat

dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagaai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.

. Asas ltikad

sesuai dengan
ela pihak dalam

a dengan baik.

pihak lain

Asas kekuatan mengikat adalah bahwa para pihak akan saling terikat untuk
memenuhi prestasi sebagaimana yang telah tertera didalam perjanjian yang

telah disepakati.
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g. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai

ilmu

menimbulkan

jian jual beli,

QQ 1 pihak saja, misalnya: perjanjian

pinjam pakai dan perja .
c. Perjanjian Bernama (Khusus) dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama termasuk kedalam perjanjian khusus yaitu

perjanjian yang mempunyai nama tersendiri. Maksudnya bahwa perjanjian-

perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang,

berdasarkan tipe yang paling penting banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian

S8Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Surabaya: Prestasi Pustaka
Publisher, 2006. Hal. 226
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bernama (Khusus) terdapat dalam BAB ke V sampai XVIII KUHPerdata.
Misalnya: jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.®®

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai

nama terten : ah. tidak terh

O LSS ) el T

disesuaikan dengan

# erja sama,

alah perjanjian

jian timbullah

KUHPerdata perjanjian ini sudah memiliki kekuatan yang mengikat.
Sedangkan perjanjian ril adalah perjanjian yang terjadinya dan sekaaligus

realisasi tujuan perjanjian yaitu pemindahan hak.

S9Aji Prayudi, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 45
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f. Perjanjian Publik
Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai

oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah

diperjan

dapat dik

b. Debitur terlambat dalam menuhi prestasi;
c. Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana semestinya. "

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas dapat menimbulkan
keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apabila debitur tidak

dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila

" Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal. 49.
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debitur masih mampu memenuhi prestasi maka dianggap sebagai terlambat

memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, yaitu debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana

Namun apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan
maka dapat dikatakan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat
dipertanggungkan keadaannya.

Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa keadaan memaksa adalah

™ Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan
Contoh Kasus, Jakarta: Prenada Media group, 2005. Hal. 52
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debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang

tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, maka

debitur dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga. Adapun tiga syarat

tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan
berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh

perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.

72 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986. Hal. 51
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Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;

\’a\‘t x
f
3
E
&
S
5

iy,
= b
A

’Q‘ an..berbagai macam penafsiran

maka harus menyelid ak yang membuat perjanjian

tersebut
b. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus menyelidiki

pengertian yang memungkinkan perjjanjian itu dapat dilaksanakan

7 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2003. Dikutip dari Jurnal Siti Yulia M Yusuf Daeng, Kedudukan Perjanjian Baku Terhadap Jasa
Laundry Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Di
Kotapekanbaru, Alumni UIR Pekanbaru, Kajian Utama Hukum Bisnis, 2014. Hal. 60
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D. Tinjauan

c. Jika kata-kata dalam perjanjian itu diberikan dua macam perintah maka

harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Apabila

terjadi keragu-raguan maka ditafirkan berdasarkan kebiasaan dalam negeri

1. Pengert
Kope
artinya “bek
(Cooperative

koperasi ta

Pengertian tersebut telah di sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, definisinya menyatakan
bahwa menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum  koperasi, dengan

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

™ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga. H. 13
75 H
Ibid. H. 18
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ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian
tersebut diatas jelaslan bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-

orang secara bersama-bersama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja

dibedakan lainya
yang lebih me imak 0da s asi sebagai badan
usaha mengutamaka _- eke ama atas dasar

dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak tanggung jawab yang sama

menyelenggarakan produksi, pembelian ataujasa untuk kepentingan anggota.
Pengertiaan tersebut dapat disimpulakan bahwa koperasi merupakan

kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi

kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung

78 Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Bandung: Rosda Karya, 1998, H. 14
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jawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan
bersama.

2. Prinsip-Prinsip Koperasi

ANAN

v
g
¥
v
g
Pl
=

|. Kemandirian.
m. Pendidikan perkoprasian.

n. Kerjasama antar koperasi

" Arifin sitio dan dan Halomoan tamba, Op. cit., H. 21.
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Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga di sebut sendi-sendi dasar
koperasi. Dalam UU No.12 Tahun 1967, istilah yang di gunakan adalah

sendi-sendi dasar koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 di sebut

erasi Indonesia juga

<“Vapamantt "0, -
T
el

prinsip koperasi

anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos bunga
yang ringan. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan
tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu memperbaiki kehidupan para

anggotanya.

78 panji anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, H. 19
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7. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam

bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok

eNaNAL

i 5
-
:

memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi

primer.

™ G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra dan kawan, Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, 2007,
H. 133
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e. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
4. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah

D dibe nenyatukan beberapa

\‘ﬁ\‘\“ ..0 aan. KUD

koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya,
misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan
Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan

Koperasi Nelayan.
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4. Perangkat Organisasi Koperasi

Sebagaimana diketahui menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967

tentang Pokok-Pokok _Pengkoperasian Pasal 19, alat perlengkapan organisasi

dimasukan
adanya unsur de i ang t | dala perasi yaitu bahwa

kendali dan tang j e Derasi erada ditangan para

terdapat badan pemeriksa atau pengawas dalam perangkat organisasinya. hal ini
disebabkan karena financial audit dan manajemen audit dilakukan oleh eksternal
auditor, sedangkan pengendalian atau pengawas sudah termasuk dalam salah satu

fungsi dari pengurus.

Perangkat koperasi di AS terdiri dari rapat anggota (general meeting),

pengurus (board of directors) dan staff manajerial atau yang disebut sebagai
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management staff atau sebagai the hired management staff. Adapun perangkat

organisasi yang ada di indonesia terdiri dari:

a. Rapat Anggota

usaha koperasi-koperasi secara berimbang, artinya penentuan hak suara
dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi ddan besar
kecilnya jasa usaha anggota koperasi terhadap koperasi sekundernya.
Ketidak hadiran anggota koperasi didalam rapat anggota yang diadakan
tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Jadi pemungutan

suara dilakukan oleh anggota yang hadir.
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Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23, rapat

anggota menetapkan:

mengharuskan adanya keputusan segera demi kepentingan bersama dalam
koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB). Alasan
utama dilakukannya permintaan RALB adalah apabila anggota menilai
bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan
kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika

permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan AD, maka
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pengurus harus memenuhinya. RALB atas keputusan pengurus dilaksanakan
untuk kepentingan pengembangan koperasi.

Anggota koperasi yang belum memenuhi syarat keanggotaan

engurus. Apabila

dah tidak aktif

ggota yang di tunjuk
bertindak sebagai pe pat gota tersebut. Ketentuan untuk
mencapai kuorum agar rapat anggota tersebut sah, biasanya adalah separuh
ditambah dari jumlah anggota keseluruhan. Keputusan yang dihasilkan
dalam rapat anggota ini mengikat keseluruhan. Keputusan yang dihasilkan
dalam rapat anggota ini mengikat ke seluruh anggota koperasi, baik yang

hadir maupun yang tidak hadir.
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Kegiatan dalam rapat anggota harus dicatat oleh sekretaris dan

dibuatkan suatu notulen rapat. Notulen rapat ini umumnya memuat:

1. Daftar Hadir

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota,
untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Anggota pengurus yang
telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus
koperasi di tetapkan dengan AD koperasi. Untuk mengangkat anggota

pengurus sebaiknya diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
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1. Mempunyai sifat jujur dan trampil bekerja

2. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan

organisasi

1. Mengelola koperasi dan usahanya

2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja koperasi

3. Menyelenggarakan rapat anggota

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas
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5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Dalam penjelasan dari Pasal 30 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa

dalam pengelola koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota

baru serta

menanggung kerugian, maka sesuai ketentuan pasal 34 UURI Nomor 25 Tahun
1992, pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung
kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan
kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut,
apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup

kemungkinan bagi Penuntut Umum melakukan penuntutan.
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Untuk mewujudkan propesionalisme dalam pengelolaan koperasi,
pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk
mengelola usaha pengangkatan pengelola oleh pengurus harus dapat mendapat
persetujuan dari rapat anggota. Maksud dari kata diberi-wewenang dan kuasa
adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan
demikian, pengurus tidak lagi-melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang
telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi
mengawasi pelaaksanaan wewenang dan kuasa yang dilimpakan. Adapun besar
wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan
koperasi.

Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus  koperasi tunduk
kepada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian,
pengelola bertanggung sjawab sepenuhnya, kepada pengurus. Selanjutnya
hubungan Kkerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan secara kontrak tual.

Tentang batas jumlah anggota pengurus, dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Namor 25 Tahun 1992 memang tidak disebut-sebut. Pada
tingkat primer pada umumnya jumlahnya rata-rata 4 (empat) orang. Semuanya
ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa mangkin tinggi tingkat
penjenjangan suatu koperasi makin meluas bidang kegiatan yang harus
ditangani para pengurusnya. Pada tingkat sekunder, terutama pada tingkat
induk, bisa terdiri dari 5 (lima) orang. Misalnya, pada koperasi ansuransi
indonesia (KIA), pengurus terdiri dari 5 (lima) orang ditambah 3 (tiga) orang

pengurus. Tetapi, berdasrkan keputusan RAT 8 Juli 1997, jabatan pengawas
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telah ditiadakan. Untuk mengelola kegiatan operasionalnya, pengurus

mengangkat 4 (empat) orang anggota direksi, salah satunya direktur utama.

. Pengawas

8, Pengawas

dipilih dan

ALV

SN
z

= 5.8

pengurus
pelaksan
perangkal
diraguka

sebagai b

®

. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan
4. Mencegah terjadinya penyelewengan
5. Menjagaa tertib administrasi secara menyeluruh
Mengenai tugas dan wewenang pengawas telah diatur dalam Pasal 39
UURI Nomor 25 Tahun 1992. Dalam Pasal 39 Ayat 1 dijelaskan bahwa tugas

pengawas adalah sebagai berikut:
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1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

pengelolaan koperasi

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

pengurus
5. Perkembangan hubungn kerja antara pengurus, karyawan dan manajer
atau pengelola
6. Kesimpulan pemeriksaan dan saran untuk kemajuan koperasi.
Apabila laporan yang dibuat pengawas kepada rapat anggota tidak

diterima oleh penguruss koperasi, maka untuk menyelesaikannya pengurus
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tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas.berhak. pengurus
berhak dan wajib memberi keterangannya secara tersendiri kepada rapat

anggota dan tembusannya diberikan pengawas. Jika ternyata tidak ada titik

yang memenuhi persyaratan keanggo dan mempunyai kepentingan ekonomi
yang sama.
Pasal 7
1. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan
dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar

2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara republik

indonesia.
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Dalam penjelasan atas uu nomor 25 tahun 1992 pasal 7 ayat dua dijelaskan

bahwa yang dimkasud dengan tempat kedudukan adaalah alamat tetap kantor

koperasi.

waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya. Sedangkan pasal 8
huruf j dijelaskan bahwa sanksi dalam ketentuan ini adalah sangksi yang diatur
secara intern oleh masing-masing koperasi, yang dikenakan terhadap pengurus,

pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan AD.
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6. Landasan dan Asas Koperasi
Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian Pasal 2 di katakan bahwa “koperasi berlandaskan pancasila

yang pe

dari sila

Sebagai manusia yang beradab, maka mereka harus saling menghargai. Suatu
kriteria menghargai manusia lain berarti menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela

keadilan dan kebenaran.

8 Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek,
catakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004 , Hal. 40
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Penerapan dari sila kedua itu adalah sebagaai berikut:
3. Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama dan golongan

masing-masing anggota

ang sama dan adil.

Q@ W p3 aka hal tersebut harus

dipecahkan melalui musye dalam rapat anggota.
Musyawara berarti perundingan, Sedangkan mufakat berarti setuju atau
sepakat. Jadi mufakat merupakan hasil dari suatu perundingan atau
pembicaraan, sehingga jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan

pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melaui voting,

maka hasil akhir itu merupakan kesepakatan atau keputusan bersama dan
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menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menghormati dan

melaksanakan keputusan tersebut.

. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

6.

. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga jurang
pemisah antara yang kaya dengan yang miskin diharapkan semangkin
sempit.

10. Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan dan penuh

kekeluargaan serta kegotongroyongan, yang merukan ciri khas koperasi

indonesia sebagai badan usaha.
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7. Sisa Hasil Usaha Koperasi

a. Pengertian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU)

alam satutahun

lain termasuk

Perlu diketahui bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para
anggota dan jeenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat
Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha

mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal.

8 Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga, 2001. Hal. 87
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. Informs

Dengan mengacu kepada pengertian diatas, maaka besarya SHU yang

diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi

modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

salah sat

Totaal
bersumber dari anggota
5. Jumlah ssimpanan per anggota

6. Omzet atau volume usaha per anggota

7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

8. Bagian (persentse) SHU untuk transaksi usaha anggota

bila beberapa

seluruh tra S aha e usaha atau omzet) yang
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Untuk menambah pemahaman mengenai pembagian SHU ini, maka perlu

dijelaskan makna dan arti dari istilah-istilah tersebut, yang biasanya digunakan

dalam akuntansi koperasi ataupun manajemen keuangan.

antara anggo : M ggota adalah
sebagai
pembuk
Pa
koperasi

usaha, da

o) iy

N
<

dari barang d

bersangkutan.

diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.
Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU
yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi

anggota.
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c. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU Koperasi

telah diuraikan pada teori koperasi bahwa anggota berfungsi ganda, yaitu

sebagai pemilik (owner) dan sekaligus pelanggan (customer). Sebagai pemilik,

sesuai dengan

sip pembagian

anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak
membebani likuiditass koperasi. Pada koperasi yang pengelolaan
pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang
berasal dari anggota dengan yang bersal dari nonanggota. Oleh sebab itu,

langka pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber
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dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari

nonanggota.

. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan

anALN Y.

&
A
i
ﬂ"'a

_

g-l
/
ne ‘

dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transfaran

Proses penghitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada
anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggotaa dapat
dengan mudah menghitung secara kuantitatif beberapa partisipasinya

kepada koperassinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu
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proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu

kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan

dalam proses demokrasi.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian-Bagi Hasil Koperasi.Kelayang Jaya Dengan PT.

Sinar Reksa Kencana Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah_.disusun “secara matang dan terperingi; implementasi biasanya
dilakukan ' setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan. Widavsky mengatakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Broune dan Widavsky mengemukakan bahwa
pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.®

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi Segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langka yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.®®

Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Sinar

Reksa Kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dimulai pada Tahun 16 Juli 2012.

8 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 2002. Jakarta: Rajawali Grafindo
Persada. Hal. 70

8 Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Stusy Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan
dan Relevansinya Dalam pembangunan, 1987. Persadi : Ujung Pandang. Hal. 40
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager PT. Sinar
Reksa Kencana bahwa bentuk dari perjanjian kerjasam terkait bagi hasil dari

perkebunan kelapa sawit yang dibuat antara PT. Sinar Reksa Kencana dan

an bagian dari areal

berdasrkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 192 Tahun 2010,
Tanggal 30-07-2010 (tiga puluh juli dua ribu sepuluh) tentang perpanjangan
dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT.
Sinar Reksa Kencana dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47

D Tahun 2007, Tanggal 27-02-2007 tentang izin usaha perkebunan atas

# Wawancara dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi 2019
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nama PT. Sinar Reksa Kencana Jo Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 90 Tahun 2011 tanggal 10-03-2011 tentang revisi atas keputusan

Bupati Indragiri Hulu Nomor 47D Tahun 2007 tentang izin usaha

: “ . diserahkan kepada
Ay _ kel )
bl

ntuk dibangun
gan Pola Bagi

cara kerja/pola

. Seluruh kegiatan mulai dari pembangunan kebun, perawatan tanaman
dan panen akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan melibatkan
seluruh masyarakat sekitar kebun sebagai tenaga kerja;

3. Penghitungan pola bagi hasil adalah sebagai berikut:

Hasil dari penjualan Taandan Buah Segar (selanjutnya disebut TBS)

dipotongkan dengan hasil penjumlahan dari angsuran biaya
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pembangunan kebun, biaya perawatan/pemeliharaan kebun, biaya panen

tanaman menghasilkan (selanjutnya disebut TM), biaya manajemen, serta

biaya perizinan dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan

JANGKA WAKTU
1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini terhitung mulai tanggal
penandatangganan perjanjian ini sampai jangka waktu 30 (tiga puluh tahun),
namun dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan

ditentukan dikemudian hari. Dan ayat seterusnya
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ISJIAIU

nery we[sy sej

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

2. Hak dan Kewajiban Pihak PERTAMA

P

e. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi dan memberikan
sumbang saran kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pembangunan
kebun dan pengelolaannya

3. Sedangkan yang menjadi Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah

sebagai berikut:
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a. Atas dasar penyerahan lahan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
KEDUA wajib menyelesaikan segala perizinan yang diperlukan dalam

pembangunan kebun kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-

ang 900 Ha

oleh PIHAK

masyarakat yang menjadi petani peserta anggota koperasi PIHAK
PERTAMA memberikan persetujuan penuh kepada PIHAK KEDUA
untuk menjadi jaminan/agunan terhadap lahan-lahan terkait untuk
fasilitas kredit ank dan/atau lembaga keuangn lainnya

d. Lahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), oleh PIHAK kedua tidak
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diperkenankan untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali digunakan

sebagai jaminan kredit untuk pembiayaan pembangunan perkebunan

kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini

+ SN

)

O
QD
o
QD
)
=0
2
O
QD
()]
=

diatur di dala
(tiga) yang me
berikut:
b. 65% (enam puluh lima persen) untuk PIHAK KEDUA. Dan ayat
seterusnya
Namun pada kenyataan yang terjadi pihak Koperasi Kelayang Jaya
menyatakan dengan tegas bahwa dalam sistem bagi hasil tersebut pihak
perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana seringkali tidak melaksanakan

sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil wawancara yang

93



penulis lakukan dengan pengurus koperasi Kelayang Jaya dalam hal ini bapak
Sukamto selaku Ketua mengatakan bahwa permasalahan bagi hasil yang tidak
sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan terjadi tidak hanya 1 (satu) kali saja,
melainkan pernah.terjadi beberapa kali seperti-yang terjadi pada tahun 2016, 2018
dan bahkan Februari 2019 juga masih terjadi.”® Disamping itu Pengurus Koperasi
Kelayang Jaya juga mengatakan® bahways hal ini telah dibicarakan dan
dimusyawarahkan namun masih saja terjadi sampai saat ini.

Berdasrkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager PT.
Sinar Reksa Kencana beliau mengatakan bahwa bagi hasil yang tidak sesual
dengan apa yang telah di perjanjikan bukan' semata-mata dilakukan dengan
sengaja, melainkan hanya terdapat kekeliruan dalam proses pembagian besarnya
keutungan, disamping itu beliau juga mengatakan bahwa kekeliruan tersebut akan
dipertanggung jawabkan dalam bentuk ganti rugi sesuai dengan jumlah yang
kerugian yang dialami oleh pihak koperasi.®® Namun kenyataan yang terjadi
sebenarnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah pengawas
Koperasi Kelayang Jaya yang mengatakan bahwa. sampai hari ini belum ada
tindakan nyata dari pihak perusahaan yang.memberikan ganti rugi tersebut atas
bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan tersebut baik itu ganti
rugi yang tidak sesuai yang terjadi pada tahun 2016 sampai yang terjadi pada saat
ini.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa mengenai perjanjian

kerjasama bagi hasil pembangunan kebun kelapa sawit yang tidak sesuai dengan

8 Wawancara dengan Bapak Sukamto selaku Ketua Koperasi Kelayang Jaya 2019
% Wawancara dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi 2019
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apa yang telah diperjanjikan antara PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi
Kelayang Jaya merupakan unsur di sengaja, kenapa penulis katakan demikian

sebab apa bila bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan

Kelayang hi oleh pihak

AN

Q‘\;-il\f‘\\
I AL

perusahaan ah telah terus
dilakukan.
epastian hukum

, yaitu pertama,

AEUANG

i perbuatan apa

yang boleh da ." ang kedua, yaitu
berupa keamana ﬂo pemerintah karena
an ya pat mengetahui apa saja

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhaatikan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh lawrence M. friedmen, bahwa dalam kepastian

hukum ada tiga hal yang harus dibicarakan yaitu:

1. Substansi Hukum

2. Struktur Hukum
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3. Budaya Hukum

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pihak
yang berwenang. Peraturan yang mengatur mengenai perjanjian baik secara umum
maupun secara khusus mengenai.kerjasama dalam kurun waktu terakhir ini belum
mampu.mencerminkan kepastian hukum. Penyebabnya adalah ketika peraturan
perundang-undangan tersebut..tidak’ tegas/ dalam mengatur Kkepastian hukum
mengenai perjanjian. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan mengenai
efektifitas perjanjian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum
seperti kepalisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Mengenai struktur hukum
dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum ini
menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur hukum itu merupakan
kelembagaan wang diciptakan oleh @ sistem, hukum yang memungkinkan
terlaksananya pelayanan dan penegakan hukum.

Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari
masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut. Dalam hal perjanjian
kerja sama akan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dimana nantinya akan
membuktikan sejauh mana respon dan cara pandang masyarakat terhadap aturan
hukum tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pembangunan kebun kelapa sawit.
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,
konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
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Dengan demikian dapat dipat disimpulkan kepastian hukum merupakan
perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang

yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

ng diterapkan di PT.

.Q@' elah diatur

ebagai berikut:
1. Somasi
Somasi merupakan peringatan kepada pihak yang lalai melakukan
sesuatu kewajibannya. Somasi ini biasanya dilakukan lewat Pengadilan Negeri
dimana orang yang lalai tersebut berdomisili, bisa juga langsung berbicara
dengan pihak yang lalai tersebut berdomisili, bisa juga langsung berbicara

dengan pihak yang lalai ataupun bisa juga melalui surat.tujuan dilakukan
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somasi adalah untuk memberi tahu pihak yang di somasi segera berbuat
sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris

dilakukan oleh salah satu pihak.

Wanprestasi merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat
pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga
menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar

ganti rugi (Schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu

8 Wawancara dengan Sukro Winarto Sekretaris Koperasi Kelayang Jaya 2019
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pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adapun

bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi

Adapun e . i ( . Sinar Reksa

Kencana adala s : : : dengan kesepakatan

prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak
seimbang atau mengunakan kekuatan jiwa yang dilaur kemampuan manusia
atau kemungkinan tertimpah bahaya kerugian yang sangat besar.

Overmacht artinya keadaan memaksa. Dalam suatu perikatan jika

Debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi

8 \Wawancara dengan Ibu Djamilah selaku Bendahara Koperasi Kelayang Jaya 2019
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prestasinya, debitur tidak dapat dipersalahkan / diluar kesalahan debitur.
Dengan perkataan lain debitur tidak dapat memenuhui kewajibannya karena

Overmacht bukan karena kesalahannya akan tetapi karena keadaan memaksa,

2maksa, apabila

harus terjadi

mengenai

Dari uraian tersebut diatas, maka kita dapat melihat bahwa sesuatu yang
dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa apabila telah memenuhi unsur-
unsur ataupun syarat-syarat tersebut diatas. Jika penulis melihat pelanggaran
yang dilakukan oleh PT. Sinar Reksa Kencana terhadap Koperasi Kelayang
Jaya mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan

tidak dapat dikatan sebagai suatu keadaan memaksa dikarenakan tidak ada satu
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unsurpun dari syarat ataupun ketentuan mengenai keadaan memaksa itu
terpenuhi.

4. Risiko

bahwa pelanggaran tersebut atau kesalahan tersebut berasal dari pihak
perusahaan dan pihak perusahaan wajib memberikan apa yang menjadi hak
dari pihak Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil tersebut.

Dari seluruh penjelasan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa

perjanjian kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit yang dibuat antara PT.

Sinar Reksa kencana dengan Koperasi Kelayang Jaya dibuat secara sah menurut
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hukum, akan implementasinya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan,

dimana pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana tidak

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal atau apa yang telah

dengan baik, sehingga ia akan semangkin mudah dalam memenuhi setiap

perjanjian yang telah diperjanjikannya, sebab janji itu adalah amanah, dan
wajib hukumnya untuk memenuhinya.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pihak koperasi

kelayang jaya yang melakukan perjanjian bagi hasil kebun kelapa sawit,

terutama tentang pentingnya mengetahui dan mempelajari sejak awal
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ketetapan-ketetapan tentang hal-hal penting baik mengenai hak maupun

kewajiban dari masing-masing pihak dalam membuat suatu perjanjian serta

memahami akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perjanjian tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Humas PT.
Sinar Reksa Kencana, beliau mengatakan bahwa selama perusahaan menjalin
kerjasama deng pihak Koperasi Kelayang Jaya memang terdapat beberapa
hambatan yang pertama mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian,
sebenarnya kesalahan tersebut bukan merupakan suatu unsur yang disengaja,

melainkan kekeliruan yang tanpa disengaja dilakukan oleh para pekerja PT. Sinar
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reksa Kencana, sehingga hasil keuntungan yang di terima oleh pihak koperasi
kelayang jaya sedikit lebih kecil dari apa yang telah diperjanjikan, akan tetapi

kekeliruan tersebut hendaknya tidak akan terulang lagi agar tidak ada pihak yang

pihak PT. Sinar

bagi hasil
pembangunan anya terjadi suatu
permasalahan yaitu akan prestasinya sesuali
dengan apa yang telah disep pihak koperasi telah melakukan

kewajibannya terhadap pihak perusahaan, namun pihak perusahaan justru
sebaliknya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, salah satunya
wajib memberikan keuntungan hasil kebun kelapa sawit kepada pihak Koperasi

Kelayang Jaya sebesar 35% sesuai yang telah dijelaskan dalam Akta Perjanjian

8 Wawancara dengan Bapak Humas PT. Sinar Reksa Kencana 2019
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Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang termuat dalam Pasal 2 yang
mengatur mengenai Pola Kerja Sama yang terdapat pada poin ke 3 (tiga).

Pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana mengatakan
dengan tegas bahwa kesalahan-tersebut terjadi-bukan karena.disengaja, melainkan
terjadi kesalahan karyawan dalam membagi keuntungan bersih dari hasil
perkebunan tersebut. Sedangkan ' berdasarkan, hasil wawancara dengan Pihak
Koperasi Kelayang Jaya mengenai bagi hasil bagi hasil yang diterimanya tidak
sesuai dengan-apa yang telah diperjanjikan tersebut merupakan suatu unsur yang
disengaja, karena hal ini tidak hanya terjadi 1 (satu) kali melainkan telah terjadi
pada Tahun 2016, 2018 dan 2019.

Adapun upayah hukum yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Reksa Kencana
dan Koperasi Kelayang jaya mengenai bagi hasil yang tidak sesuai dengan apa
yang telah diperjanjikan adalah melalui musyawara untuk mufakat. Berdasarkan
hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus Koperasi Kelayang Jaya
dalam hal ini ketua Koperasi Kelayang Jaya bapak Sukamto yang mengatakan
bahwa upaya penyelesaian permasalahan mengenai bagi hasil yang tidak sesuai
dengan kesepakatan awal ini yaitu musyawara untuk mufakat, dimana hasil dari
musyawara untuk mufakat ini adalah bahwa pihak perusahaan akan membayar
sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi
Kelayang Jaya, namun hasilnya tetap sama, sampai hari ini pihak perusahaan

belum memberikan hak dari pihak Koperasi Kelayang Jaya.*

% \Wawancara dengan Bapak Sukamto selaku Ketua Koperasi Kelayang Jaya 2019
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Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

pihak perusahaan dalam hal ini Humas PT. Sinar Reksa Kencana beliau

mengatakan bahwa memang benar musyawara untuk mufakat telah dilakukan

k perusahaan
iktikad kurang
baik, karena d al A S e ada tindakan nyata
hak dari pihak

Kopersai Kelayang asa di erusahaan tidak stabil.

PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua bela pihak

mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

! Wawancara Bapak Humas PT. Sinar Reksa Kencana 2019
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2. Dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kelender perselisihan, seperti
tersebut pada Ayat (1) pasal ini tetap tidak mendapatkan penyelesaian, maka
kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada
Pengadilan.Negeri (PN)..Dalam hal_ini-kedua belah.pihak sepakat untuk
memilih_ domisili yang tepat dan umum di kantor Panitera Pengadilan
Negeri Rengat di Pematang-Rebah.

Dari Pasal 15 Ayat (1dan2) tersebut di atas” yang memuat mengenai
perselisinan, maka dapat kita lihat secara jelas bahwa ketika terjadi suatu
perselisinan dalam perjanjian kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit antara
pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana dan Koperasi Kelayang
Jaya maka pada Ayat (1) secara jelas mengatakan diselesaikan secara musyawara
untuk mufakat. Musyawara untuk mufakat telah beberapa kali ditempuh dan
dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya, dan PT. Sinar Reksa Kencana,
namun sampai hari ini permasalahan itu masih tetap terjadi dan tidak ada iktikad
baik dari pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sinar Reksa Kencana untuk
mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Kelayang
Jaya mengenai sisah pembagian hasil ‘yang tidak sesuai dengan apa yang
diperjaanjikan pada Tahun 2016,2018 dan 2019.

Selanjutnya jika kita merujuk pada Ayat (2) yang mengatakan bahwah jika
musyawarah untuk mufakat telah di tempuh namun belum juga menemukan jalan
keluar atau kata sepakat, maka dalam tengagng waktu yang telah ditentukan salah
satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negri Rengat

yang terletak di Pematang Rebah. seharusnya pihak yang dirugikan dalam hal ini
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Koperasi Kelayang Jaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang telah
ditentukan dalam perjanjian tersebut, namun sampai hari ini pihak Koperasi

Kelayang Jaya belum ada mengajukan gugatan dikarenakan tidak memahami

alasan dikarenakan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

setiap b - Reksa Kencana)

berhak me 3 6 Ke vit, namun pada

hasil antara Koperasi Kelayang Jaya dengan PT. Sinar Reksa Kencana yaitu
seperti hak dari Koperasi Kelayang Jaya Tidak diberikan sesuai dengan apa
yang di perjanjikan, tidak adanya iktikad baik dari pihak Perusahaan, masih
rendahnya kesadaran dan pemahaman mayarakat akan pentingnya dari sebuah

perjanjian dan lain sebagainya.

109



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Kelayang Jaya terkait bagi
hasil yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan adalah melalui

musyawara untuk mufakat , akan tetapi ternyata upaya tersebut tidak mencapai

B. Saran
1. Terkait pe erjanjia a s ebun kelapa sawit
antara P e 2nsana : daknya saling
melaksanaka j' a -H ::' asing-masing para
pihak, a dak ada salah's i g N erasa 0 an-dengan perjanjian

tersebut, ab ha . ; perjanjian yang

musyawara untuk mufakat tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan

melalui Pengadilan (Litigasi)

3. Hendaknya kedua belah pihak senantiasa beriktikad baik dalam menjalankan
hak dan kewajibannya baik itu pihak PT. Sinar Reksa Kencana maupun

Koperasi Kelayang Jaya.
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